KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH {RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD] Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2023 sampai dengan triwulan I, perlu dilakukan
perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tabun 2023
dalam rangka menvesuaikan dengan perkembangan keadaan
dan kebuiuhan pembangunan di daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Daya tentang Perubshan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
{RKPD} Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 20235

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya. Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provingd Nanggroc Aceh Darussalam
{Loembaran Nogara Republik Indoncsia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

2. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perhendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4335);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 44211

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44381:

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3633};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubsh beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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Repubiik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu}
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Vims Disease 2019 {COVID) dan/atan dalam Rangka
Menghadspi Ancaman vang Memhahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nemor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6516};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
&573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323};

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 6302);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tanun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 56335;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasionai Tahun 2020-2024
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
teritang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaiuasi Rancangan
Peraturan Daerah Teniang Renvana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang  Daergh, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dzerah, dan Rencana Kerja
Pernerintah Daerzh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 157}
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah [Beritz Negara
Repubbl Indonesia Tehun 2010 Nomor 1114};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447});;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1R Tabhum 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
i3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 595G}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Keuangan Aceh {Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan lLembaran
Dasrah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomeor 9, Tambahan Lembaran
Aceh Darussalam Nomor 435;

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaaan Dana Otonomi Khusus {Lembaran
Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahsam Lembaran Aceh
Darussalam Nomor 102);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 ientang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022
{Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1}:

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Utonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23j;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah {RTRW] Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP)
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2023 (Lembaran
Kubupaien Aceh Barat Daya Tabwun 2016 Rowor 7, Tambalian
Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Aceh Barat Dava [Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2016 Nomer 8 Tambahan lembaran Kshupaten Aceh
Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tabun 2016 ieniang



Menetapkan

Pembentukan dan Susunan Peranglat Kabupaten Aceh Barat
Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020
Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor i41};

31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Days Nomor 11 Tshun 2022
fentang Renecana Pembangunan Dasrabh Kabupafen Aceh

Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11});.

32. Peraturan Bupatt Aceh Barat Daya Nomwor 19 Tahun 2022
tentang Peneiapan Rencana Sirategis Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
2022 Nomorl9);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

{1}

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pemerintahan Kabupaten adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan vang dilaksanakan oleh Pemerintah EKabupaten
scsuai dengan fungsi dan kewenangan pemcrintahan.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Kabupaten, yvang
selanjutnya disingkat RPIMK adalah dokumen perencanaan
untik periade & (Ema} tahun.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya
disinpglrat APBK adalab rencana kenangen tabunan Kabupaten
Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh
Barat Dayva.

Saruan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnva disingkat
SKPK adsiah perangkat Kabupaten pada Pemeriniah Kabupaten
Pnontas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPK.

Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK
adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat program dan kegiatan yang dipevlukan untuk

Pasal 2

Perubahan RKPD Tghun 2023 menjadi landasan penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 dan
PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 serta sebagai dasar
penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.



{2} Perubshan REPD sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub keglatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

{3} Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} disusun
dengan sistematika sebagai beriknt:

Bab I : Pendahuluan.

Bab 1l : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD triwulan 11
Tahun 2623.

Bab 11 : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI : Penutup.

{4} Rincian Perubahan REPD sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman:

4. perumusan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja
SKPK;

b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan PPAS
Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memenniabkan peagundangan

Peraluran Bupat inl deagan pencmpaiannya daiain Beiia Dacrah
Kabupaten Aeeh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal _8 2023 M
A 1445 H

/‘BUPAII ACEH BARAT DAY, AJ\

—N@more___

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 2023 M

\5A1wr 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA BARAT DAYA,

SALMAN ARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 33



PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

J.Tgk Mohd. Daund Beureueh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon : (0651) 21440, Fadmile - (D651) 336564
E-mad : bappeda@acehprov.go.id Webhsike : wwwbappeda acehprov go.id

Banda Aceh, 4 September 2023

Nomor : 0007108 Yang Terhormat,
Sifat : Biasa
Lamplan @ 1 Gotw) elcemple P}, Bapadt Aceh Barx Daya
Hal : Hasd Fasitiad Ronraren Akder

tentany Parvhalos Rescana Kaia

Pemerintah Daerah (P-RKPD)

Kabupaten Aceh Barat Baya di-

Talwm 2073, Blangpidie

Sehrshungan dergan surat Seudara Nomor 0501651 mnggal 38 Agwsts 2623 pershal

permohonan fasilitasi rancangan akhir Perbup tentang Perubahan RKPD Kabupaten

Aceh Barat Daya Talmn 2023 yang disampatkan kepada kami pada kesemmpatan lala,

maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melaksanakan fasilitasi tersebut,

adapun hasi fasilitasi dimalsud dapar kami sampaikas sebagai berifat:

1. Fasilitasi acangan akdir Perubahan RKPD Kabupawn Aceh Bame Daga
Tahwen HiDT parda tangsal § Sepvemnber 323 vong dihadint nleh peisbat terkair
dart unsur Pemnerintah Aceh.

2. Pemerimtah Kabupaten Aceh Barat Daya segera melakukan penyempurnaan
rancangan akhiv tentang Pernbahap RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tabun
tercaptom dalam lampiran sorat ind.

3. Mempedomani Peraturan Menferi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata
cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPIPD dan RPSMD, senta tata
cara perubahan RPIPO, BPIMD dan RKPD, meaka diminda Saodars antde:

3. Meovampaikan tngeapan dalam bentuk siwat jawaban terhadap  hasil
fasititasi poling lombst 7 September 2023

b. Menetapkan Rancangan Perauman DBupati tertang Perabahan RKPD
Kabupaten Aceh Barat Daya Tabun 2023 menjadi Peraturan Bupati Aceh
Barar Daya sehagaimana kefentuan yaog berlalar

c. Menyampaikan Perainran Bopay ientang Ferubahan RWFD Kabupaien Aceh
Barat Days Tahuo 2023 kopads Gubernus Aceh melalul Badan Perencanaan
Pambangunan Daeral Acen sewelah drempian.

Daemikian disampaikan, atas perhatian kami ncapkan terima kasih.

an. GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAFRAH
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PEMBING UTAMAMADYS
KIP. 19681129 19946483 1 00
Tembusan:
1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Inspekiur Aceh.
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LAMPIRAN SURAT KEPALA BAPPEDA ACEH
NOMOR  : 00077188
TANGGAL : 4 Seprember 20623

HASIL FASHLITASI RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KARUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

MM

1.

Sistenmils Ranrangan Akhir Penthahon Rescapa Kevja Peowsimish Daesah {P-RKPD)
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahon 2073 sadabh seswal Peraturan Menteri Datam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tenfang Tata Cora Perencanaan, Pengendalian Dan Ewvaluasi
Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evalbasi Rancangan Peraniran Daerah Tentang Rencana
PWMPWMMMRMMHW langkaMemagahBaemh
"Embaﬁgim Ar;gks M&‘;&s@: Daersh, dan Rewcasa mi’emeimmh ;""

Palam pepyatian keseinbon bab mash dsmnkan beberape breaizhas miic, m‘bwbaw irnis
hamf (fom) dan ukuran nf, perbedaan judal tabel dengan tabelnya. Oleh karena im, perlu
ditinjau kerabiali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara baik dan kousisten.

A. BABL PENDAOIU UTAN

@mmmmmmﬁdmmmémﬁ@m
dengan penvampaian du pendalame vang wrbdegas pads bab selamjomya.
Menvesnaikan kembali dasar bnkvon pada Sab Bab §.2 wikan Persoran perandang-mdangan
yangmm;ad;das&lmhmdalmpmymmaanﬂmmeKPDKahxpa{mAc&Baa{Daya
Tahun 2023 sebagai berikut:

- Menghapas Dasar Hukysm

a Unibmp-Unidang Nomeor 7 Talem 2020 wmmng Peopgpan Povmaes Pemeriash
Penppants Usndang-Undanp {Perpu] MNomar 1 Tahen 2020 tentang Kebijakan
Kenmmpzn Negaes dom Siobiies Sistem Kenempzn wwink Pensmpamen Pandermi Corona
Virus Disease 2015 {COVIE-19) dan/atay Dulam Ranpgks Menghadap Socaman yang
Membahayakan Perekonomian WNasional dan/atan Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485)

b. Usdanp-Undens Nomw 313 Tebss 202D womeg ips Mo {iombarsn Nepers
Repmbitk Indopesia Talpm 2000 Noror 245, Tambzhan Yomharan Negars Repohlik
Indoresia Nomar 6573%

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembanguman Berkelanjuan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

- Mleoumiraiiona QreRs e

a  Undang-Undamg Nomor 7 Talmm 2331 wmang Hermonisesi Prerataran Perpajakan

{Lembman Regxe Repabiik ndoness Tabar 221 Nomar 246, Texbahan Lembaran

!Yn o= T rryrebs ke FreSrreoey~ hfmv Faye. o B8
PSS TR R A I e e R S S S e o Y

b. Undang-Undang Nomor 6 Talmm 2023 tentang Penetapan Peratmran Penggant
Undang-Undang Nomeor 2 Tahan 2022 teniang Cipta Kevja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negyra Bepabik tdereesin Nomeor 5841

. Peraturan Pemerintal Pesppanti Undasp-Undany Nomor 2 Tahun 2822 tentang Cipta
Kerjz {Lemberan Negzra Repobih Infopests Yobwn 2033 Romor 2338, Tambahan
Lembnran Negars Republik Intonesia Nomor 68413,

d. Peratiran Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 180)

£ Qm%ﬁ;ﬂmi?z@%mg?m?aﬁ}mwmm
Linglmngan Bidnp,

3. smmmmmmmmmnmﬁmhmmmm

223 sudah disesnaikan dengan sistematika penulisan yang terdapat dalam Pasal 343 Ayat 1
Permendagri Nomor 86 Talnm 2017 yaiws ;
1. PENDAHULUAN

1.1 L Belzkamg
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13 Hubungwn Antw Dolosnen
id  Sisiemetfita Fenypsanan
2. FYSFISASI HASH PRIANSANAAN RPN TRIGWSE AN 5§ TAHIIN 003
21  Evaluasi Pelaksanaan Capatan Kinerja Daerah Triwulan H Tahun 2023
22  Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan 1T Tahun 2023
3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3. Aush Kebijakan Ekonomi Daerah
32  Axsh Kebijaksn Keummgan Damsb
321 Ak Xebjaler Pendapatan Daersh
3.2.2 Aran Kebijakan Peianja Daerah
323 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
41  Tuojuan dan Sasaran Pembanguman Daerah
47  Péoritss Peashanginns Dasssh
5. RENCANA KERIA DAN PENDANAAN DAERAH
& PENUTUP

BAB IT EVALUASI HASH. PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN I TAHUN 2823
Agar dmaz capaian SKPD baik kinerja maupun kewangan yang sangat repdab dapat
dinarasikan juga permasalahan yang dikadapi dan upaya peningkatan capaian tersebut.
Menyessaiion bembal tabel evaloast seomat dengan Permradags 86 talos 2087

BAB 1l KERANGKA EROROMI DAN KEDANGAN DAERAT
tahun dasar perencanaan {n-Z}

Agar pada arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan menjelaskan capaian atan
realisasi (2021-2022) dan alokasi APBD 2023 serta Perubahan RKPD 2023,

Agar dapat meayespaikan tabel rincian kevangan terkait belanja, pendopatan dan pemhiayaan
yang Aisajtkan dengan menyajhan sandingan APRI, REKPK dan Persbaban REPRL

Narasi belum menggambarkan isi dari masing-masing tabel yang disajican.

Terkait perubahan target pada indicator makro agar dapat didukung dengen penambahan
program dan pagu anggaran dalam upaya percepatan capaian kinerja.

T, Apar capaian indikaror makro dapar disesuatkan kembali denpan menithar capaizn pada minm
Agar dapat mwnvesuaihan tarpet huifhatos sesual Gengan perubahan / penanbaan pagu
anggaran
Agar menyajikan tabel dan narasi terkait perubahan program dan pagu berdasarkan SKPD
pengampu.

Agar terkalt capaion SPM weap mash readeh ager dopat disenuciken dengan pevawdhahan
INGEHIN.

E. BAB V RENCANA KFRJA DAN PENDANAAN DAERAH.

1. Agar dapat melengkapi atan menyesuaikan kembali terkait indikator-indikator yang disajikan

sesuai dengan arah perubahan RKPD pada SIPD

2. Menyajikan tabel sandingan program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
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¥. BABVIPENDTUP
Beb imt merupsken bob peayedethonasn dovt keidsh pelaksenasn ddslam rancangan aldix
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evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan priositas pembangunan dan
sinergitas perencanaan pembangunan antar sekior, amtar wilayah, dan antar tingkat pemerincah
serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS,

Banda Aceh, 4 September 2023
an. GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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X BT AINAD DADER, S5 M
PEMBINA UTAMA MADYS
NIP. 15681129 183483 1 864




